





A. Latar Belakang Penelitian 
Sejatinya pada ajaran Islam mengatur secara jelas dan rinci mengenai  
kewarisan, dan kekerabatan, dimana keduanya merupakan entitas yang tidak 
dapat dipisahkan dari hukum keluarga. Menurut Oyo Sunaryo, keduanya 
memiliki hubungan timbal balik. Kewarisan yang merupakan hak individu ahli 
waris sebagai akibat dari adanya hubungan kekerabatan berada dalam cakupan 
komunitas keluarga. Hukum kewarisan sendiri adalah merupakan hukum yang 
didalamnya mengatur berkenaan dengan pemindahan hak kepemilikan suatu 
harta peninggalan (tirkah) pewaris. Bukan hanya itu, serta menentukan siapa 
saja pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris dan menentukan juga berapa 
bagian masing-masing.1 Cik Hasan Bisri menyebutkan bahwa hukum 
kewarisan bersifat majemuk, berhubungan secara asimetrik dengan tatanan 
kekerabatan yang berlaku pada setiap golongan, baik yang didasarkan atas 
kesamaan agama maupun yang didasarkan atas kesamaan etnik.2 
Penyelesaian sengketa waris menjadi salah satu wewenang Pengadilan 
Agama dan merupakan kompetensi absolut  dari Pengadilan Agama, hal 
tersebut dengan yang disebutkan pada  Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 berikut: 
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“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat 
dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam; c. Wakaf dan 
shadaqah.” 
Setiap perkara yang diajukan di Pengadilan Agama pastinya terdapat 
beberapa tahapan persidangan, salah satu diantaranya adalah tahap pembuktian. 
Dimana pembuktian merupakan bagian yang paling spesifik dan sangat 
menentukan dari keseluruhan tahap persidangan dalam perkara perdata. Laila 
M. Rasyid dalam bukunya menyebutkan spesifik, karena pada tahap 
pembuktian ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran 
terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Sedangkan disebut 
tahap menentukan karena hakim dalam rangka proses mengadili dan memutus 
perkara tergantung terhadap pembuktian para pihak di persidangan.3 
Hukum acara perdata terdapat hukum pembuktian yang memiliki peran 
yang sangat penting dan begitu kompleks pada proses litigasi. Sebagaimana 
Yahya Harahap menyebutkan bahwa kompleksitas hukum pembuktian semakin 
rumit, hal tersebut disebabkan karena pembuktian berkaitan erat dengan 
kemampuan merekonstruksi kejadian ataupun peristiwa pada masa lampau 
(past event) sebagai suatu kebenaran (truth). Meskipun kebenaran yang bersifat 
absolut (ultimate absluth), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup 
bersifat kemungkinan (probable), namun untuk mencari kebenaran yang 
demikian tetap menghadapi kesulitan.4 
Secara umum, Indonesia menganut asas beban pembuktian “siapa yang 
mendalilkan, maka wajib untuk membuktikannya, begitu pula yang membantah 
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hak orang lain wajib membuktikannya”.5 Sebagaimana tercantum pada Pasal 
163 HIR  dan Pasal 1865 KUHPerdata sebagai berikut:  
“Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atau 
menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun 
menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.” 
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau 
guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang 
lain maka menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya 
hak atau peristiwa tersebut.” 
Pembuktian pada hukum acara peradilan agama sama seperti yang 
diatur dalam hukum acara perdata baik dari regulasi ataupun undang-undang 
yang di pakai dalam pelaksanaan pembuktian. Karena sebetulnya tidak ada 
perbedaan yang begitu signifikan pada pembuktian hukum acara peradilan 
agama dengan hukum acara perdata dari segi alat bukti yang digunakan 
maupun pelaksanaan dari hukum pembuktian itu sendiri. 
Baik pembuktian hukum  acara perdata maupun hukum acara peradilan 
agama, keduanya memakai alat bukti yang diatur dalam Pasal 1866 
KUHPerdata yang bunyinya : 
“Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; 
pengakuan; sumpah.” 
Ketentuan diatas menegaskan bahwa salah satu alat bukti adalah bukti 
tertulis, dimana bukti tertulis tersebut dapat berupa akta otentik. Menurut Pasal 
165 HIR (Pasal 285 Rbg) maka akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya 
serta mereka yang memperoleh hak dari padanya, merupakan bukti sempurna, 
tentang apa yang termuat dalamnya.6 Maka akta otentik memiliki kekuatan 
pembuktian yang sempurna. 
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Alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata diatas, 
terdapat alat bukti lain yakni persangkaan. Menurut Pasal 1915 BW, 
persangkaan adalah :  
“Persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh 
Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu 
peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu 
persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang 
tidak berdasarkan undang-undang.” 
Persangkaan itu boleh diperhatikan sebagai alat bukti, yaitu bahwa 
persangkaan saja tidak disandarkan pada ketentuan undang-undang hanya 
boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusannya apabila 
persangkaan itu penting, seksama, tertentu, dan ada hubungannya satu sama 
lain.  
Persangkaan berdasarkan keyakinan hakim diatur dalam Pasal 1922 
KUHPerdata yang berbunyi : 
“Persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri 
diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang dalam 
hal ini tidak boleh memperhatikan persangkaanpersangkaan yang lain.” 
Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti 
bebas, dengan kata lain kekuatan pembuktiannya terserah kepada penilaian 
hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada 
persangkaan hakim tersentu itu, apakah akan dianggap sebagai alat bukti yang 
berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau tidak diberi 
kekuatan apapun juga.7 Berbeda dengan persangkaan menurut undang-
undang, maka hakim bebas dalam menemukan persangkaan berdasarkan 
kenyataan. Setiap persitiwa yang telah dibuktikan dalam persidangan dapat 
digunakan sebagai persangkaan. 
Perkara perdata menekankan pada pencarian kebenaran formil yakni 
melalui alat bukti surat tidak jarang ditemui kesulitan-kesulitan. Ada kalanya 
hakim menemui kesulitan dalam hal alat-alat bukti, permasalahan tersebut 
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bertambah pelik karena apa yang menjadi objek sengketa tidak dapat 
dihadirkan di muka persidangan karena berbentuk benda tidak bergerak 
seperti tanah. Dalam hal ini maka untuk menjatuhkan putusan yang adil maka 
sudah seharusnya apabila hakim melakukan pemeriksaan setempat (descente) 
guna memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya. 
Pemeriksaan setempat adalah salah satu bagian dari hukum 
pembuktian, meski dalam hukum formil hal tersebut tidak termasuk sebagai 
bagian alat bukti. Syaiful Bakhri pada bukunya menjelaskan bahwa 
pemeriksaan setempat dalam praktiknya dapat dilakukan dengan dibantu oleh 
panitera dalam membuat berita acara serta pemeriksaan persidangan. 
Pemeriksaan setempat ini tidak dilakukan di dalam ruangan sidang, namun 
dilakukan di lokasi objek yang disengketakan.8 
Sudikno menjelaskan pemeriksaan setempat adalah sebegai berikut : 
 “Pemeriksaan setempat (descente) ialah pemeriksaan mengenai perkara, 
oleh Hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau 
tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri 
memperoleh gambaran atau keterangan yang kepastian tentang 
peristiwa-per istiwa yang menjadi sengketa”.9 
Namun, pemeriksaan setempat (descente) ini tidak selalu harus 
diterapkan dalam setiap proses pembuktian. Dilaksanakan  hanya  jika 
dipandang perlu saja sebagaimana tercantum pada Pasal 153 HIR ayat 1: 
“Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh 
mengangkat satu atau dua orang Komisaris dari pada dewan itu, yang 
dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan 
tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat 
menjadi keterangan bagi hakim.” 
Berkenaan dengan pemeriksaan setempat (descente), dalam penelitian 
ini terdapat putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 
123/Pdt.G/2019/PTA.JK, yang didalamnya terdapat pertimbangan hukum yang 
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menjelaskan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara tingkat pertama 
telah melakukan  pemeriksaan setempat (descente) yang mana dalam perkara 
waris diperlukan pemeriksan setempat untuk menentukan objek waris yang 
dipersengketakan. Pemeriksaan setempat ini adalah bagian dari fakta 
persidangan dalam hukum acara di Indonesia. Permeriksan setempat atau yang 
biasa disebut dengan istilah  descente adalah suatu tindakan seorang hakim 
ketua majelis untuk memerintahkan kepada seorang atau dua orang dari 
anggota majelis agar mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat 
dengan dibantu panitera, tujuannya untuk membuktikan kejelasan berkaitan 
dengan lokasi, ukuran, serta batas-batas objek yang dijadikan sengketa.  
Pemeriksaan setempat (descente) tersebut dijadikan doktrin oleh Hakim 
Anggota II sehingga menimbulkan adanya dissenting opinion atau perbedaan 
pendapat pada Putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama DKI 
Jakarta No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK. Perbedaan pendapat atau yang biasa 
disebut dengan istilah dissenting opinion dinyatakan oleh Bagir Manan adalah 
hal yang dapat dibenarkan berkenaan dengan perbedaan pendapat hakim 
(minoritas) atas putusan pengadilan.10 Maka disenting opinion ini dapat 
dikatakan sebuah perbedaan penadapat yang dilakukan oleh salah satu hakim 
dengan hakim lainnya. 
Syaiful Bakhri menjelaskan bahwa jika terdapat perbedaan pendapat 
pada suatu putusan peradilan, maka pendapat yang berbeda tersebut harus 
dimuat dalam naskah putusan. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 45 Ayat 
(10) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi : 
“Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim 
yang berbeda dimuat dalam putusan.” 
Pendapat hakim yang berbeda itu yakni pendapat hakim yang tidak 
menyepakati kesepakatan hakim mayoritas dalam menyusun isi putusan. 
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Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48 Ayat (7) UU No. 24 Tahun 2003 
Tentang Mahkamah Konstitusi. Adanya perbedaan pendapat hakim 
mencerminkan pengalaman hidup yang semakin beragam di tengah 
masyarakat. Dengan demikian, perbedaan pendapat mesti dihargai dan 
memberikan ruang untuk dibuka agar masyarakat luas dapat mengetahuinya 
dengan transparan.11 
Hal itu sebagaimana tercantum pada UU No. 4 Tahun 2004  jo  UU No. 
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 ayat (4) dan (5)12:  
“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang 
diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”13 
“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, 
pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”14 
Syaiful Bakhri menjelaskan bahwa  penuangan pendapat berbeda dalam 
putusan sebenarnya bersifat fakultatif atau opsional, bukan bersifat imperatif 
karena  pada praktiknya, keharusan pencantuman tersebut tidak realistis15 
sebagaimana aturan Pasal 45 Ayat (10) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi. 
“Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota Majelis Hakim 
yang berbeda dimuat dalam putusan”16 
Dissenting opinion yang terjadi diantara para hakim majelis pada 
putusan tingkat banding, dilatarbelakangi karena Hakim Anggota II 
mengedapankan pemeriksaan setempat (descente) dimana hal tersebut 
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Peradilan (Depok: Gramata Publishing, 2012) hlm. 225-226. 
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15 Syaiful Bakhri, Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan (Depok: 
Gramata Publishing, 2012) hlm. 226. 




merupakan fakta persidangan. Pendapat ini dijadikan doktrin bagi Hakim 
Anggota II.  
Kemudian setelahnya dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis 
Hakim Tingkat Pertama terhadap beberapa objek sengketa terbukti bahwa 
dalam pemeriksaan setempat, harta-harta tersebut ada, dan sesuai dengan objek 
gugatan Penggugat. Maka menurut Hakim Anggota II pemeriksaan setempat 
tersebut layak dijadikan bahan pertimbangan hukum.  
Dissenting opinion terjadi karena mayoritas majelis hakim dalam 
perkara di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK 
menyebutkan bahwa seharusnya perkara tingkat pertama di Pengadilan Agama 
Jakarta Selatan No. 3820/Pdt.G/2016/PA.JS tidak dapat diterima (niet 
ontvanklijke verklard) dengan beberapa pertimbangan hukum salah satunya 
sebagai berikut : 
“Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 
RI Nomor 671/K/Ag/2017 tanggal 21 November 2017  yang kaidah 
hukumnya sebagai berikut : Dalam gugatan waris harus memenuhi 3 
unsur kewarisan secara kumulatif yaitu adanya pewaris, ahli waris dan 
adanya harta warisan, jika tidak terbukti adanya objek warisan yang 
dibagi, maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya karena tidak ada 
kepentingan hukum di dalamnya. Maka gugatan penggugat mengenai 
pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke 
verklaard)”17 
Pertimbangan hukum lainnya yaitu karena pihak penggugat 
memberikan alat  bukti saksi yang berdasarkan fakta persidangan mereka tidak 
mengetahui sendiri objek sengketa. Maka saksi tersebut tidak ada relevansinya 
dengan pembuktian objek sengketa dalam gugatan. Saksi tersebut tidak 
memenuhi syarat formiil maupun materiil sebagaimana Pasal 171 HIR dan 172 
HIR, juga dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian menurut Majelis 
Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian putusan tersebut seharusnya tidak 
dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) disebabkan karena tidak terbukti 
adanya objek warisan yang dibagi, maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya 
karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya. Oleh sebab itu dapat 
                                                            




diketahui bahwa pendapat mayoritas majelis hakim tingkat banding tersebut 
menyebutkan bahwa gugatan penggugat yang diajukan pada pengadilan tingkat 
pertama dinilai obscuur libel karena gugatan kabur. Hal tersebut yang 
melatarbelakangi Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan 
tingkat pertama karena gugatan yang diajukan seyogyanya tidak dapat diterima  
(niet ontvankelijke verklaard) sejak awal diajukan kepada Panitera Pengadilan 
Agama Jakarta Selatan. 
Pada aspek materil berkenaan dengan  pemeriksaan setempat (descente) 
sudah diatur dalam pasal 153 HIR ayat 1 yang berbunyi: 
“Jika ditimbang perlu atau ada faedahnya, maka Ketua boleh 
mengangkat satu atau dua orang Komisaris dari pada dewan itu, yang 
dengan bantuan panitera Pengadilan Negeri akan melihat keadaan 
tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat 
menjadi keterangan bagi hakim.” 
Pemeriksaan setempat ini juga sudah dijelaskan dalam SEMA No. 7 
Tahun 2001, dalam  SEMA tersebut menjelaskan dalam persengketaan perdata 
terkadang terdapat objek sengketa yang tidak bisa dimunculkan di ruang 
sidang, maka dari itu dipandang perlu untuk melakukan pemerikaan ke tempat 
objek berada dengan tujuan agar terhindar dari putusan yang non executable. 
Realitasnya pada aspek formil, majelis hakim tingkat banding di 
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam menyelesaikan perkara gugatan 
waris pada putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.JK mengesampingkan 
pemeriksaan setempat (descente) sebagai bahan pertimbangan hukum dalam 
membatalkan putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Jakarta Selatan 
Nomor 3820/Pdt.G/2016/PA.JS.  Padahal berkenaan pemeriksaan setempat 
sudah jelas diatur dalam Pasal 153 HIR Ayat 1 serta SEMA No. 7 Tahun 2001. 
Maka pada aspek formilnya, majelis hakim tinkat banding Pengadilan Tinggi 
Agama DKI Jakarta telah mengesampingkan pemeriksaan setempat yang 
dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Jakarta 
Selatan. Dimana pemeriksaan setempat (descente) ini sangat penting agar 




Hal  itu juga berakibat munculnya dissenting opinion dari Hakim Anggota II 
yang berpendapat bahwa.  
“Azas keadilan tidak akan dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan 
jika hanya berpangku tangan pada bukti asli yang tidak mungkin bisa 
dihadapkan dalam persidangan yang berada di pihak lawan, sedang 
bukti lain terlupakan, seperti pemeriksaan setempat (descente) yang 
nyata bersesuaian dengan objek gugatan Penggugat. Descente adalah 
merupakan fakta persidangan dan dalam kondisi seperti ini, Hakim 
terikat untuk menjadikannya sebagai dasar pertimbangan 
dikabulkannya gugatan Penggugat.”18 
Fokus pada penelitian ini tidak difokuskan pada sengketa waris 
meskipun putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 
123/Pdt.G/2019/PTA.JK menyelesaikan perkara gugatan waris. Akan tetapi, 
penelitian ini akan penulis lebih fokuskan kepada pertimbangan hukum hakim 
terhadap hasil pemeriksaan setempat (descente). Mengingat terdapat dasar 
hukum yang menyatakan bahwa pemeriksaan setempat (descente) adalah 
merupakan bagian dari fakta persidangan, terlebih jika alat bukti tertulis tidak 
dapat dihadirkan maka dalam kondisi tersebut, hakim terikat untuk menjadikan 
pemeriksaan setempat (descente) sebagai dasar pertimbangan dikabulkannya 
gugatan penggugat. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung 
Nomor 3197/K/Sip/1983 yang mengandung kaidah hukum bahwa pemeriksaan 
setempat (descente) dapat menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya gugatan 
Penggugat. Bahkan hal ini telah dijabarkan oleh Ahli Hukum Yahya Harahap 
dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 788 menyatakan bahwa : 
“Jika hakim menggunakan descente sebagai bukti untuk memperkuat 
gugatan Penggugat, maka descente dalam hal ini tidak lain adalah juga 
merupakan alat bukti, tetapi bukan sebagaimana ketentuan Pasal 164 
HIR. bukan  alat bukti secara mutlak harus digunakan oleh Hakim, 
tetapi sebagai alat bukti yang dapat digunakan oleh Hakim dalam 
keadaan tertentu karena descente adalah merupakan fakta persidangan” 
Pemeriksaan setempat (descente) tersebut dikaitkan dengan  
persangkaan hakim, dimana persangkaan hakim ini termasuk kedalam alat 
bukti hakim meski tingkatannya berada dibawah alat bukti surat. Persangkaan 
                                                            




hakim tersebut adalah alat bukti atas dasar pemeriksaan setempat (descente) 
yang dijadikan doktrin oleh Hakim Anggota II sehingga memunculkan adanya 
dissenting opinion atas hasil pemeriksaan setempat (descente).  
Hakim mayoritas berpendapat bahwa dalam pembuktian harus 
berpegang teguh pada macam-macam alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 
1866 KUHPerdata yang bunyinya : 
“Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; 
pengakuan; sumpah.” 
serta Pasal 1888 KUHPerdata yakni bunyinya : 
“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. 
Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat 
dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya 
yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.” 
Pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim Anggota II  yakni 
berkenaan dengan hak hukum dari pihak Penggugat, dimana dalam hal ini 
Penggugat tidak akan mampu mengajukan sertifikat/bukti asli, karena menurut 
Penggugat seruruh sertifikat/bukti asli kepemilikan harta bersama Drs. H. 
Muchtar Byna dan Hj. Afridah Gerung, berada di tangan Tergugat III, dan 
bahkan telah ada pengakuan dari Tergugat III bahwa dirinya mendapat tugas 
untuk menyelesaikan  pembagian harta yang menjadi bagian Hj. Afridah 
Gerung kepada seluruh ahli warisnya. Pengakuan Tergugat III tersebut ada 
hubungan/korelasinya dengan tuduhan Penggugat. Dengan demikian sampai 
kapan pun, Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti asli kepemilikan 
tentang harta waris Hj. Afridah Gerung yang menjadi objek gugatannya, jika 
bukti asli berada di pihak lawan. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil 
pemeriksaan setempat (descente) tersebut didukung dengan argumentasi 
hukum yang berupa pengakuan dari Tergugat III sehingga terjadi dissenting 
opinion. 
Masalah yang akan penulis uraikan pada penelitian ini yakni berkenaan 
dengan pemeriksaan setempat (descente) secara yuridis normatif atau peraturan 




masalah selanjutnya terletak pada kekuatan dari hasil pemeriksaan setepat 
(descente) dengan alat bukti asli. Mengingat khusus pada perkara Putusan 
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.JK 
terdapat pertimbangan yang menyebutkan bahwa salah satu pihak tidak dapat 
menghadirkan alat bukti asli karena alat bukti asli berupa sertifikat/akta 
tersebut dikuasai oleh pihak lawan atau yang dalam hal ini dikuasai oleh 
Tergugat III.  
Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, penulis merasa perlu 
menganalisis permasalahan diatas dan diangkat menjadi penelitian skripsi 
dengan judul: Dissenting Opinion Hakim Dalam Penerapan Hasil Descente 
Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 
123/Pdt.G/2019/PTA.JK. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut diatas, maka 
yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian 
pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana dissenting opinion pada putusan  Pengadilan Tinggi Agama 
DKI Jakarta Nomor: 123/Pdt.G/2019/PTA.JK  ? 
2. Bagaimana kekuatan pembuktian dari hasil pemeriksaan setempat 
(descente) pada putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor: 
123/Pdt.G/2019/PTA.JK  ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini yakni :  
1. Untuk mengetahui dissenting opinion pada putusan  Pengadilan Tinggi 
Agama DKI Jakarta Nomor: 123/Pdt.G/2019/PTA.JK . 
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dari hasil pemeriksaan setempat 








D. Kegunaan Penelitian  
1. Kegunaan Teoritis  
Secara Teoritis, diharapkan dapat berguna dalam perkembangan 
ilmu hukum keluarga khususnya kajian peradilan islam dalam bidang 
hukum acara perdata dan hukum acara peradilan agama pada pembuktian. 
2. Kegunaan Praktis  
Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menarik minat 
peneliti lain dalam mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah 
serupa mengenai penerapan hasil pemeriksaan setempat (descente) dalam 
pembuktian sehingga menimbulkan adanya dissenting opinion pada 
putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 
123/Pdt.G/2019/PTA.JK dan khususnya penelitian ini dapat memberikan 
kegunaan untuk pengembangan peradilan di masa mendatang.  
E. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka memiliki fungsi sebagaimana yang disebutkan oleh Cik 
Hasan Bisri bahwa tinjauan pustaka bertujuan sebagai peta penelitian-
penelitian terdahulu. Dimana tinjauan pustaka ini dilakukan untuk 
mengantisipasi adanya pengulangan masalah penelitian.19 Sejauh ini penulis 
belum menemukan hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang mengangkat 
masalah tentang penerapan hasil pemeriksaan setempat (descente) dan 
dissenting opinion dalam penyelesaian sengketa waris, khususnya pada 
lingkup Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
Namun ada beberapa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian 
terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dilihat dibawah ini :  
1. Teuku Heru Firnanda, Pelaksanaan Proses Descente Dalam Penyelesaian 
Sengketa Waris di Mahkamah Syar’iyah Bireuen, Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. 2017. Penelitian 
tersebut didasarkan pada banyaknya putusan yang telah berkekuatan 
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hukum tetap namun gagal untuk dilakukan eksekusi sebab objek sengketa 
tidak sesuai dengan putusan maka dirasa perlu melakukan pemeriksaan 
setempat. Disamping itu, dalam penelitian tersebut difokuskan kepada 
bagaimana bentuk pemeriksaan setempat pada penyelesaian sengketa 
warits.20 Perbedannya dengan penelitian ini adalah penulis menganilisis 
pemeriksaan setempat (descente) yang dijadikan salah satu doktrin oleh 
Hakim Anggota II dalam melakukan pertimbangan hukum hakim sehingga 
menimbulkan dissenting opinion dengan hakim mayoritas lainnya.  
2. Rieya Aprianti, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian 
Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara 
Perdata, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012. Penelitian 
ini menitik beratkan pada masalah seberapa kuat pemeriksaan setempat 
dalam mendukung alat bukti pada perkara perdata. Dalam hal ini 
munculnya pihak ketiga untuk melakukan gugatan intervensi setelah 
dilakukanya pemeriksaan setempat oleh majelis hakim berkenaan dengan 
perbedaan luas serta batas tanah yang dijadikan objek sengketa. Dalam 
kasus tersebut pemeriksaan setempat dilakukan atas kehendak bersama.21 
Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis menganilisis 
pemeriksaan setempat (descente) dalam perkara waris, dimana penggugat 
tidak mampu mengajukan bukti asli kepemilikan tentang harta waris yang 
menjadi obyek gugatan, dikarenakan bukti asli tersebut berada di pihak 
lawan. Maka dirasa perlu diterapkan pemeriksaan setempat (descente) 
sebagai dasar pertimbangan dikabulkannya gugatan penggugat. Sekalipun 
pemeriksaan setempat ini bukan alat bukti secara mutlak yang harus 
digunakan oleh Hakim, namun hanya dalam keadaan tertentu saja karena 
pemeriksaan setempat (descente)  adalah fakta persidangan. 
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Waris Di Mahkamah Syar’iyah Birueun, (UIN Ar-Raniry, 2017) hlm. v. 
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3. Rahmat Nurdin, Dissenting Opinion Terhadap Pemberian Waris Anak Tiri 
dan Anak Angkat Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 
489/K/AG/2011, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 
Bandung, 2019. Rahmat menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa 
dissenting opinion atau perbedaan pendapat yang terjadi diantara para 
hakim dalam memutus perkara No. 489/K/AG/2011 dilatar belakangi 
karena tidak bolehnya seorang hakim menolak perkara tanpa adanya 
hukum yang jelas, sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Undang-UUNo.  
48 Tahun 2009. Disamping itu, dissenting opinion tersebut terjadi karena 
adanya faktor  kebebasan seorang hakim dalam berpendapat dimana hal 
tersebut seperti tertera pada Pasal 14. Perbedan pendapat yang dijelaskan 
dalam penelitian tersebut juga disebabkan pandangan hakim berkenaan 
dengan sisa dalam pembagian harta waris setelah dibagikan..22 
Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penulis mengangkat putusan 
tingkat banding yang terdapat dissenting opinion yang diakibatkan dari 
perbedaan pandangan berkenaan dengan alat bukti, dimana hakim yang 
berbeda pendapat yakni Hakim Anggota II pada putusan ini lebih 
mengedapankan pemeriksaan setempat (descente). 
4. Indah Dhia Faizaty, Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) Hakim 
Dalam Perkara Harta Bersama Terhadap Harta Hibah (Studi Putusan 
Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw), Fakultas  Syari’ah Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018. Penelitian ini meneliti 
berkenaan dengan dissenting opinion yang dilakukan oleh hakim dengan 
disebabkan adanya perbedaan pandangan hakim dalam menilai  
kedudukan atau legal standing penggugat ketika mengajukan gugatan 
harta bersama dengan adanya kesepakatan bersama yang tercantum pada 
sebuah akte kesepakatan bersama. Akta notaris tersebut dinilai tidak 
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memenuhi syarat sahnya suatu kontrak.23 Perbedaannya dengan penelitian 
ini adalah penulis memfokuskan perbedaan pendapat yang terdapat dalam 
pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa waris dengan 
disebabkan adanya doktrin pemeriksaan setempat (descente) yang 
digunakan salah satu hakim.  
5. Annisyah Putri Lestari, Tinjauan Yuridis Pemeriksaan Setempat 
(Descente) Dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri 
Polewali Mandar. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, 2018. Dalam penelitian tersebut difokuskan pada 
permasalahan berkenenaan dengan penerapan pemeriksaan setempat di 
Pengadilan Negeri Polewali Mandar. Disamping itu, penelitian ini juga 
difokuskan terhadap kekuatan hukum pembuktian pemeriksaan setempat 
yang dilakukan di Pengadilan Negeri Polewali Mandar. Adapun hasil dari 
penelitian tersebut adalah bahwa dalam penerapan pemeriksaan setempat 
di Pengadilan Negeri Polewali Mandar sudah diterapkan dari sejak dulu 
namun sampai saat ini masih ditemukan kesulitan dalam proses 
pemeriksaan setempat. Dan kekuatan pembuktian setempat sepenuhnya 
kembali kepada majelis hakim karena pada dasarnya pemeriksaan 
setempat tersebut masuk kedalam teori pembuktian bebas.24 Perbedaannya 
dengan penelitian ini adalah penulis mengangkat masalah suatu putusan 
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 123/Pdt.G/2019/PTA.JK. 
Dimana dalam putusan tersebut terdapat dissenting opinion yang 
diakibatkan karena adanya penggunaan doktrin pemeriksaan setempat oleh 
Hakim Anggota II, sedangkan majelis hakim mayoritas mengesampingkan 
pemeriksaan setempat tersebut,  Padahal pemeriksaan setempat merupakan 
suatu fakta persidangan yang dapat dijadikan pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan suatu putusan. 
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Harta Bersama Terhadap Harta Hibah (Studi Putusan Nomor 665/Pdt.G/2016/PA.Mpw), (UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) hlm. xviii. 
24 Annisyah Putri Lestari, Tinjauan Yuridis PemeriksaanSetempat (Descente) Dalam 
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Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya perbandingan fokus 
penelitian penulis dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa 
dalam penelitian sebelumnya lebih menekankan pada proses pelaksanaan 
pemeriksaan setempat serta  problematika lainnya yang timbul akibat adanya 
dissenting opinion yang kerap kali terjadi diantara majelis hakim dalam 
memutus perkara. Namun tidak ada penelitian yang menghubungkan hasil 
penerapan pemeriksaan setempat (descente) dengan dissenting opinion dalam 
suatu putusan penyelesaian sengketa kewarisan. Sedangkan dalam penelitian 
ini akan lebih difokuskan mengkaji aspek penerapan pemeriksaan setempat 
yang dijadikan salah satu argumen penyebab timbulnya dissenting opinion 
oleh hakim majelis yang berbeda pendapat sebagaimana yang tercantum 





F. Kerangka Berpikir 
Teori pembuktian menyebutkan bahwa “siapa yang mendalilkan, maka 
wajib untuk membuktikannya, begitu pula yang membantah hak orang lain 
wajib membuktikannya”.25 Sebagaimana tercantum pada Pasal 163 HIR  dan 
Pasal 1865 KUHPerdata sebagai berikut:  
“Barang siapa menyatakan mempunyai hak atas suatu barang, atas 
menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, ataupun 
menyangkal hak orang lain, maka orang itu harus membuktikannya.” 
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau 
guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang 
lain maka menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya 
hak atau peristiwa tersebut.” 
Seringkali ditemukan perkara perdata yang salah satu pihaknya tidak 
mengimplementasikan Pasal 163 diatas, yakni pihak tidak dapat membuktikan 
dalil gugatannya, sehingga menimbulkan gugatan kabur (obscuur libel). 
Namun demikian, hakim diberikan kewenangan untuk menilai alat bukti yang  
telah ditunjukkan oleh para pihak berperkara, apakah alat bukti yang 
dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau tidak memiliki 
kekuatan pembuktian apapun. Hal tersebut berdasarkan tiga buah teori bagi 
hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak, yaitu : 
1. Teori pembuktian bebas 
Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di 
dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum. 
Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan kepada 
hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, 
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2. Teori pembuktian negatif 
Teori ini menginginkan adanya ketentuan yang mengikat, yang bersifat 
negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan melakukan 
sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim dilarang 
dengan pengecualian (Pasal 169 HIR/ 306 RBg, Pasal 1905 KUHPerdata). 
Pasal 169 HIR/ 306 RBg : 
“Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain, 
tidak dapat dipercayai di dalam hukum.” 
Pasal 1905 KUHPerdata : 
“Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka 
pengadilan tidak boleh dipercaya” 
3. Teori Pembuktian Positif 
Teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim 
diwajibkan, tetapi dengan syarat (Pasal 165 HIR/285 RBg, Pasal 1870 
KUHPerdata). 
Pasal 165 HIR/285 RBg : 
“Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan 
undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa 
untuk membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup bagi kedua 
belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak 
daripadanya, tentang segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan 
juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan 
saja; tetapi yang tersebut itu hanya sekedar diberitahukan itu 
langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta 
tersebut.” 
Pasal 1870 KUHPerdata 
“Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli 
waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, 
suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya..” 
Dari uraian ditas maka dapat diketahui bahwa hukum pembuktian 
terdiri dari : 
a. Pembuktian formil, yang mengatur cara bagaimana mengadakan 




b. Pembuktian materiil, mengatur dapat tidaknya diterima pembuktian 
dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan permbuktian 
dari bukti itu. 
Konsep pemeriksaan setempat (descente) dalam hukum pembuktian 
termasuk kedalam pembuktian bebas. Pemeriksaan setempat tersebut bukan 
dilaksanakan di dalam persidangan, melainkan di tempat objek yang 
disengketakan baik dalam bentuk rumah, tanah, ataupun bangunan lainnya. 
Syaiful Bakhri mengatakan sidang ditempat betujuan agar objek sengketa 
dapat dilihat serta diperiksa dengan melakukan pengukuran tiap batas tanah 
serta membuat gambar nyata keadaan situasi tanah.27 
Hakim dalam memeriksa barang objek sengketa yang bergerak 
cenderung tidak begitu mengalami kesulitan, hal itu terjadi karna barang 
gerak dapat dihadirkan di muka pengadilan atau saat di persidangan. Berbeda 
halnya ketika hakim memeriksa barang tetap atau tidak bergerak, maka hakim 
akan mengalami sedikit kesulitan dalam pemeriksaannya. Syaiful Bakhri 
menyebutkan hakim dapat mengacu pada Pasal 90 RO jika ingin mengadakan 
pemeriksan setempat. Karena hakim tidak hanya melihat dari keterangan 
saksi maupun surat dalam memperoleh kepastian hukum. Pemeriksaan 
setempat dalam praktiknya biasa dilakukan berkenaan dengan letak gedung 
atau batas tanah.28 
Dissenting opinion adalah pranata yang membenarkan perbedaan 
pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.29 Disamping itu, Syaiful 
Bakhri menjelaskan bahwa perbedaan pendapat hakim dalam menjatuhkan 
putusan dibagi kedalam dua bagian. Pertama, Disenting Opinion yang 
merupakan suatu pendapat yang berbeda secara substantif, sehingga 
menghasilkan amar yang berbeda. Kedua, Concurrent Opinion atau 
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Consenting Opinion yakni suatu pendapat yang pada kesimpulan akhirnya 
sama, tetapi argumen yang diajukan berbeda. Oleh sebab itu, dalam praktik 
sulit dibedakan pengertian-pengertian tersebut, tetapi pendapat-pendapat yang 
diajukan itu sama sekali berbeda argumennya serta berbeda pula 
kesimpulannya terhadap pendapat mayoritas hakim yang menjadi putusan 
final dan mengikat.30 
G. Langkah - Langkah Penelitian  
1. Metode Penelitian  
Metode pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif (normatif legal search) yakni penelitian hukum-hukum 
normatif atau pendekatan hukum. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa 
metode tersebut adalah suatu metode yang dilakukan dengan mengacu 
kepada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan 
dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat 
atau juga yang berkaitan dengan kerbiasaan di masyarakat.31 Adapun 
fokus penelitiannya adalah peraturan perundang-undanagn dan peraturan 
lain yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat (descente) serta 
dissenting opinion yang yang terdapat pada naskah putusan Pengadilan 
Tinggi Agama DKI Jakarta No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK. Penulis dalam 
menggunakan metode ini dengan mengkaji dan menganalisis putusan 
yang menjadi objek penelitian dari sudut pandang ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan hukum yang berlaku. 
2. Jenis Data  
Penelitian ini menggunakan satu jenis data yakni data kualitatif. 
Kualitatif merupakan jenis data informasi dengan bentuk verbal. Data 
kualitatif didapatkan dari tahapan analisis yang cukup dalam. Data tersebut 
                                                            
30 Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (Jakarta: Konstitusi 
Press, 2006) hlm. 288-289 dalam Syaiful Bakhri, Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik 
Peradilan (Depok: Gramata Publishing, 2012) hlm. 226. 
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yakni data yang berkaitan dengan; 1)  dissenting opinion pada putusan  
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor: 123/Pdt.G/2019/PTA.JK; 
2) kekuatan pembuktian dari hasil pemeriksaan setempat (descente) pada 
putusan Pengdilan Tingi Agama DKI Jakarta Nomor: 
123/Pdt.G/2019/PTA.JK. 
3. Sumber Data  
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 
memberikan data kepada pengumpul data.32. Penelitian ini 
menggunakan data primer berupa naskah putusan Pengadilan Tinggi 
Agama DKI Jakarta No. 123/Pdt.G/2019/PTA.JK.  
b. Sumber Data Sekunder  
Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa 
peraturan perundang-undang yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan UU 
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi 
Hukum Islam. Serta kumpulan buku yang berhubungan dalam 
penelitian yaitu Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik 
Peradilan, Pembahruan Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum 
Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Hukum Acara Peradilan 
Islam, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Dissenting opinion dalam 
Sistem Peradilan Indonesia, Peradilan Islam dalam Tatanan 
Masyarakat Indonesia. Serta jurnal lain berkaitan dengan penelitian. 
4. Teknik Pengumpulan Data  
Penelitian ini menggunakan dua teknik dalam pengumpulan data, 
yakni studi kepustakaan serta dokumentasi. Dokumentasi atau studi 
kepustakaan merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mencari 
naskah putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 
123/Pdt.G/2019/PTA.JK yang penulis peroleh bersumber dari Direktori 
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Putusan Mahkamah Agung. Adapun Studi kepustakaan yaitu bahan 
pustaka yang meliputi ketentuan perudang-undangan serta buku maupun 
literatur yang behubungan dengan penelitian. Studi kepustakaaan berasal 
dari jurnal maupun buku serta skripsi karya ilmiah yang berkaitan erat 
dengan penelitian. 
5. Analisis Data  
 Penelitian ini menggunakan tahap analisis sebagai berikut:  
a. Seleksi data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan 
menjadi beberapa jenis data, yaitu:  
1) Naskah Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 
123/Pdt.G/2019/PTA.JK.  
2)  Aturan berkenaan beban pembuktian atau hukum pembuktian yang 
dimuat dalam peraturan Perundang-undangan. 
3) Buku-buku maupun literatur berkaitan terhadap penelitian.   
b. Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan data dengan merujuk 
kepada kerangka berpikir dan tujuan penelitian 
c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam 
kerangka berpikir.  
d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis untuk dijadikan jawaban 
atas rumusan masalah yang telah diajukan. 
 
 
 
